BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANN RUPATI MUARA ENIM
NOMOR J  TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Menimbang :

a.

d.

BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 15 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perawakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), maka schubungan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum dapat menyediakan
rumah Negara dan Kendaraan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD, kepada vyang bersangkutan diberikan  tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi dalam bentuk uvang tunai
sctiap bulan;

bahwa sesuai Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim
Nomor 170/12/DPRD/2021 tanggal 06 Januart 2021 hal
Penvesuaian Hak-hak Normatif Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Muara Enim, yang mengusulkan untuk peninjauan
kembali  besaran tunjangan perumahan dan  tunjangan
transportasi  bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Muara Enim guna disesuaikan dengan perkembangan saat ini,

bahwia berdasarkan hasil Notulen Rapat Tim Penchiti/Pengkajan
Kepatutan, Kewajaran dan Rasionalitas  Besarmva Tunjangan
Transportasi dan Perumahan Bagr Punpinan dan Angeota Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah berdasarkan  Keputusan  Bupat
Muara Knim Nomor  1O/KPTS/DBPRAD/ 2021, menvunpulkan
bahwis harga sewa rumah permanen dengan fusilitas hstrik, air
bersih, tlepon, pas dan lasithtas pemchharaan di Kota Muaca
Enim  dan Tanjung  Enim,  dengan harga sewa sebesar
Ry 22 500 000, (Dua puluh dua juta lima ratus nbua rupah) per
bulan  dan harga  sewa kendaraan  sebesar Rpo 19,500,000,
iScmbilun belus jputa o tatus nbu cupiaby) per bulang
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Mengingat

1.

S

bhahwa berdnsarkan pertimbangan sebagaimana dimakesued dalam
huruf a, b, dan ¢ di atas, maka terhadap Peraturan Jupeali
Muara Enim  Nomor 25 Tahun 2015  tentang  Tunjangan
Perumahan  Anggola  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dacrah
Kabupaten Muara Enim dan Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Muara Enim Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah
Kabupaten Muara Enim  perlu  ditinjau  kembali  yang
pengaturannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1259 Nomor 7.3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821];

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang RKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republikx Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Pernturan  Perundang-undangan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenting Pemernintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembarun Negarn Republik lndonesia
Nomor H587) schopgaimaona telah diubah dengan Peruturan
Pemerintal Penpeant Undang-Undang Nomor 2 Tahuan 20104
tentang Perubabion Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuo 2014
lentang  Pemenntaban Dacrah (Lembaran Negarn Repubhk
Indonesia Tahun 20014 Homor 240, Tambaban Lembaran Megaca
Itepublik Indonesia Nomar Sa84);

Dipindai dengan CamScanner



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daecrah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indanesia
Nomor  5888) schagaimana telah dubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (entang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

~I

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuvangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perawakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintalh Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Dacrah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 888);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (lL.embaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan
Protokoler, Hak Keuangan dan Adminmstrauf Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);

13. Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten
Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara lZnim Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN BUPATL TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASL DAN
PERUMAHAN BAGL ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAN KABUPATIEN MUARA ENIM,
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Masal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan @
1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim,

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
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Dewan Penwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Muara Enim.

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara
Enim.

wm

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.

6. Tunjangan Transportasi adalah scjumlah uang yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD karena Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang besarmya
disesuaikan dengan Kepatutan, Kewajaran dan rasionalitas serta standar harza
sewa kendaraan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tunjangan Perumahan adalah scjumlah uang yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD karena Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum dapat
menvediakan rumah Jabatan/Dinas yang besarnya disesuaikan dengan
Kepatutan, Kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku.
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BAB Il
TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak menggunakan kendaraan
dinas dan vang tidak mencempati rumah negara beserta kelengkapannyva diberikan
Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan.

Pasal 3
Besarnys tunjangan Transportasi dan tunjaongan Perumahan bagit Pimpinan dan
Anggota DPRD adaluh sebagal benkut :

a. Tunjangen Trunsportast sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus
ribu rupiah) seuap bulan.

b, Tunjanpan Perumahan sebhesar Rpo 22 500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus
rbu rupieh) seuap bulan.

c. Tunjanpan scbupgaimana dimaksud hurual a, dan b di atas sudah termasuk Pajak
Penghasilan (FPh Ps 21)
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BAB [
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

ES:E\‘:}"Q‘;”T‘:"?I‘]”“I‘H}’ﬂ I"crnlm'm].lJlltpnli ini, maka Peraturan Bupati Muara Enim
Ralcve ~' ju_m'zma tentanp Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan

€ f}dl_Dduah Kabupaten Muara Enim (Berita Dacrah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2015 Nomor 25) dan Peraturan Bupati Muara Enim Normor 56 Tahun 2017
lentang Tunjangan Transportasi bagi Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
]“_‘bUPMCT‘I Muara Enim (Berita Dacrah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor
S6) beserta perubahannya dinyatakan dicabul dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

.'Agar setiap orang mengctahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI MUARA ENIM,
A

‘=.+)r—-_'—'—
__-_-_'_'—‘—-T___‘—‘—'--_

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Januari 2021 JUARSAH

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

A

YAN RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 3.
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